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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 195/PMK.08/2015

TENTANG

TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGALOKASIAN, PEMBAYARAN, DAN

PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI LISTRIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat,

telah dialokasikan dana subsidi listrik dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau APBN-

Perubahan;

b. bahwa dalam rangka penyediaan anggaran,

penghitungan, pengalokasian, dan pelaksanaan anggaran

untuk subsidi telah diatur Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 170/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan

Anggaran, Penghitungan, Pembayaran dan

Pertanggungjawaban Subsidi Listrik;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Peraturan

Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara

berwenang mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan

anggaran bagian anggaran bendahara umum negara

untuk belanja subsidi;
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d. bahwa untuk meningkatkan transparansi, efektifitas,

efisiensi, dan pertanggungjawaban subsidi listrik, perlu

mengatur kembali tata cara penyediaan anggaran,

penghitungan, pembayaran dan pertanggungjawaban

subsidi listrik;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf d, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata

Cara Penghitungan, Pengalokasian, Pembayaran, dan

Pertanggungjawaban Subsidi Listrik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan

Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang

Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5052);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614);
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang

Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5423);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007

tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pemerintah Pusat sebagaimana diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011

tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 894);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2009

tentang Penetapan Rekening Kas Umum Negara,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 43/PMK.05/2011 Perubahan atas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2009

tentang Penetapan Nomor dan Nama Rekening Kas

Umum Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 129);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010

tentang Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara atas Beban Bagian Anggaran Bendahara

Umum Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan

Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 622);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2010

tentang Tata Cara Penyimpanan dan Pencairan Dana
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Cadangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 679);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 264/PMK.05/2014

tentang Sistem Akuntansi Belanja Subsidi (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2048);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.02/2014

tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan

Penetapan Alokasi Bagian Anggaran Bendahara Umum

Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA

PENGHITUNGAN, PENGALOKASIAN, PEMBAYARAN, DAN

PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI LISTRIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Subsidi Listrik adalah Belanja Negara yang dialokasikan

oleh Pemerintah dalam APBN dan/atau APBN-Perubahan

sebagai bantuan kepada konsumen agar dapat

menikmati listrik dari PT PLN (Persero) dengan tarif yang

terjangkau.

2. Kebutuhan Pendapatan adalah batas pendapatan yang

dibutuhkan oleh PT PLN (Persero) untuk membiayai

kegiatan sehubungan dengan penyediaan tenaga listrik

sesuai peraturan perundang-undangan, yang

dipergunakan sebagai dasar penghitungan Subsidi

Listrik.

3. Kebutuhan Pendapatan Operasi adalah batas pendapatan

kegiatan operasi yang dibutuhkan berdasarkan

kompensasi atas biaya-biaya operasi yang menjadi beban

PT PLN (Persero) dalam rangka penyediaan tenaga listrik

sesuai peraturan perundang-undangan.
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4. Kebutuhan Pendapatan Investasi adalah batas

pendapatan kegiatan investasi yang dibutuhkan

berdasarkan kompensasi atas biaya-biaya investasi

termasuk margin untuk PT PLN (Persero) dalam rangka

penyediaan tenaga listrik sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

5. Parameter Terkendali adalah faktor-faktor dan biaya-

biaya yang digunakan untuk menghitung Kebutuhan

Pendapatan Operasi yang menurut sifatnya berada di

dalam kendali PT PLN (Persero).

6. Parameter Tidak Terkendali adalah faktor-faktor yang

digunakan untuk menghitung Kebutuhan Pendapatan

Operasi yang menurut sifatnya berada di luar kendali PT

PLN (Persero).

7. Golongan Tarif adalah golongan tarif sebagaimana

dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang

mengatur mengenai tarif tenaga listrik.

8. Biaya Pembangkitan adalah biaya-biaya yang

dikeluarkan oleh PT PLN (Persero) untuk melaksanakan

kegiatan memproduksi tenaga listrik.

9. Biaya Transmisi adalah biaya-biaya yang dikeluarkan

oleh PT PLN (Persero) untuk melaksanakan kegiatan

penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem

distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga

listrik antar sistem.

10. Biaya Distribusi dan Penjualan adalah biaya-biaya yang

dikeluarkan oleh PT PLN (Persero) untuk melaksanakan

kegiatan penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi

atau dari pembangkitan ke konsumen.

11. Biaya Fungsional Perusahaan adalah biaya-biaya yang

dikeluarkan oleh PT PLN (Persero) yang tidak dapat

digolongkan ke dalam Biaya Pembangkitan, Biaya

Transmisi dan Biaya Distribusi dan Penjualan.

12. Susut Jaringan adalah selisih energi (kWh) antara energi

yang diterima di sisi penyaluran dengan energi yang

terjual ke konsumen setelah dikurangi dengan energi
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